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Politik Uang di Pemilihan Walikota Tegal Tidak Terbukti

Jakarta, 28 Agustus 2018 — Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan
perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Selasa (28/08)
dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait, Keterangan Kemdagri. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa perkara dengan
nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal pada
pukul 09.00 WIB yang digelar pada ruang sidang pleno.

pada sidang sebelumnya, Ali Nurdin selaku kuasa Termohon menegaskan
permohonan Pemohon Perkara Nomor 1/PHP.KOT-XVI1/2018 terkait perolehan suara
tidak memenuhi syarat karena Pemohon telah menunjuk kuasa hukum pada 30 Juni
2018, sementara waktu itu belum ada penetapan hasil suara. Objek sengketa adalah
pengesahan penetapan hasil perolehan suara. “Permohonan Pemohon diajukan pada
5 Juli 2018. Surat kuasa Pemohon ditandatangani pada 30 Juni 2018 sebelum adanya
penetapan hasil objek sengketa pada 4 Juli 2018. Dengan demikian permohonan
Pemohon tersebut tidak sah,” jelas Ali.

Ali juga menampik adanya politik uang, perjalanan wisata gratis yang ditujukan untuk
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dedy Yon Supriyono dan Muhammad
Jumadi selaku Pihak Terkait. Termasuk dalil Pemohon bahwa KPU melakukan
pembiaran kepada 35 pemilih yang tidak memiliki identitas.

Kemudian dari keterangan Heru Widodo selaku kuasa Pihak Terkait menyatakan
bahwa pelanggaran terhadap praktik politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah
kewenangan absolut dari Bawaslu Provinsi, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Lalu heru mencermati dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang pada 33
TPS padahal pada posita Pemohon pelanggaran ada 24 TPS sehingga Permohonan
menjadi kabur.

Lalu dari pihak Panwas menyatakan bahwa politik uang yang didalilkan Pemohon tidak
cukup bukti ketika ditelusuri di lapangan oleh Panwas. (MHM)
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